
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEM.ENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 204 TAHUN 2O2O
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DAARUL HUSNA

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah
yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui
organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah
sesuai dengan standar nasional pendidikan;

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (21

Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun
2Ol3 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu
memberikan izin operasional terhadap Madrasah Tsanawiyah
Swasta;

bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta Daarul Husna Kabupaten
Lampung Timur yang berkedudukan di Provinsi Lampung telah
memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang
telah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarh
huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tentang
Pemberian lzin Operasional Pepdirian Madrasah Tsanawiyah
Swasta Daarul Husna Kabupaten Lampung Timur;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3O1);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor t57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturah
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2OL3 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republi\ Indonesia Tahun
2Ol3 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Rdpublik Indonesia
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peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008.tentang Wajib Belajar

Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a8631;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 20O8 tentang Pendanaan
pendiaikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a86al;

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo8 Nomor 194,

iambahan Lembar.r, N"g^ra Republik Indonesia Nomor 4941\; t

T. peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2OlO tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2olo Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor t7 Tahun 2070

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraln__Pendidikan (Lembaran

Negara neprfUUt Indonesia iahurr 2OlO Nomor ll2, Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor5l5T);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nornor 24 Tahun 2007

tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah

DasarlMadrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah

Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah; 
)rnor 1s rahun zotog. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun

tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan di KabupatenlKota
sebagaimana telah diu6ah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan It4enteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2OLO

tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di

KabupatenlKota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2ol2 tentang Pengawas

Madrasah dan Pengawas Pend.idikan Agama Islam pada Sekolah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2ol2 Nomor 206\

sebagaimanl telah diubah dengan Peraturan Menteri 
. 
Agama

Nomor 31 Tahun 2ol3 tentang Pdrubahan Atas Peraturan Menteri

Agama Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Pengawas Madrasah dan
pJngawas pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita NeSaT

nepuUtit< Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 68al;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2073 tentang

Indonesia Tahun 2olg Nomor 1332) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6O Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Mlnteri Agama Nomor 90 Tahun 2Ol3

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

L2. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2079 tentang

Organisasi dan Tata Kirja Instansi Vertikal Kementerian Agama

(eerita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor Lll7l;

13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam \"-Toi 1385 Tahun
2Ol4 tentang Petunjuk Teknis Pendirian \Madrasah yang
T\.ioolanca orolzan nlch Meswarakat
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DAARUL HUSNA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada
Madrasah Tsanawiyah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

lzin Operasional pendirian madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kesatu berpedoman pada ketentuan Standar
Nasional Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang relevan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 Agustus 2O2O

KANTOR WILAYAH
IAN AGAMA

NG,



Identitas Madrasah
Yang Diberikan Izin
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 2O4 TAHUN 2O2O
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DAARUL
HUSNA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Tsanawiyah Swasta
Operasional:

1 Nama Madrasah Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTSS) Daarul
Husna

2 Nomor Statistik Madrasah t2t218070100

3 Alamat Madrasah Dusun V Sp 1

Desa / Kelurahan Pakuan Aji

Kecamatan Sukadana

Kabupaten Lampung Timur

Provinsi Lampung

4 Nama Organisasi
Penyelenggara

I

Yayasan Pendidikan Daarul Husna Pakuan Aji

5 Akte Notaris Organisasi
Penyelenggara

No. 04 Didik Maryono, S.H., M.H., M.KN.

Tanggal 10 Desember 2015

6 Pe4gesahan Akte Notaris
Organisasi Penyelenggara

AHU-0030570.AH.0 1.04.Tahun 20 1 5

Tanggal 10 Desember 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH
RIAN AGAMA
LAMPUNG,


